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Perihal : Laporan Tahunan

Kepada YM:

Ibu Ketua Pengadilan Tinggi Jambi

Jalan Arief Rahman Hakim No. 55 Telanai Pura - Jambi
Di-

JAMBI

Bersama ini kami kirimkan laporan Tahunan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal untuk
tahun 2017 sesuai OUT LINE PELAPORAN TAHUNAN sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Tembusan kepada Yth:
1. Bapak Kepala Badan Urusan Administrasi MARI di Jakarta.

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal (0742) 7351000-21202 | -



Laporan Tahunan I 2017

Puji syukur kehadirat Allah SWT kami haturkan atas segala nikmat dan
karunia yang diberikan sehingga kami dapat melaksanakan tugas dengan baik dan
lancar, termasuk dalam penyusunan Laporan Tahunan untuk Tahun Anggaran 2017
ini.

Laporan tahunan ini mengandung maksud sebagai tolak ukur sejauh mana
tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dalam
tahun berjalan dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sesuai basis kinerja
yang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Kami sadari sepenuhnya bahwa tugas pokok dan fungsi yang kami laksanakan
masih terdapat banyak kekurangan baik di bidang administrasi teknis yudisial maupun
administrasi non teknis yudisial (umum), oleh karena itu pengawasan dan pembinaan
sangat kami harapkan agar kami dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut
dengan sebaik-baiknya.

Semoga laporan tahunan kami ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan
pedoman untuk peningkatan kinerja pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada
tahun-tahun berikutnya.

Kuala Tungkal, 29 Desember 2017
Sekretaris Pengadilan Negeri Kuala Tungkal

. .

ADRI HELVER RONIARTA, S.E.
NIP. 19841005 200904 1003
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A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN
Badan peradilan adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas

menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945 dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili
serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang
diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selain menjalankan tugas
pokoknya pengadilan diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-
undang, antara lain memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang
hukum kepada lembaga kenegaraan baik dipusat maupun di daerah apabila diminta.

Dalam rangka menjalankan tugas dan kewenangannya tersebut, lembaga
peradilan dari waktu ke waktu senantiasa berusaha untuk meningkatkan mutu dan
kualitas lembaga peradilan.

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sebagai institusi peradilan pada tingkat
pertama berusaha meningkatkan performa kerja sejalan dengan perbaikan-perbaikan
yang dilakukan oleh Mahkamah Agung RI. Dalam rangka mewujudkan perbaikan-
perbaikan tersebut Pengadilan Negeri Kuala Tungkal bertekad melakukan perbaikan
di bidang administrasi peradilan dan teknis penanganan perkara dengan cara
peningkatan sumber daya manusia dan perbaikan sarana dan prasarana.

Peningkatan administrasi peradilan akan dilakukan melalui suatu pengawasan
yang berkelanjutan melibatkan unsur pimpinan pada Pengadilan dan jajaran hakim
pengawas. Sehingga dengan pengawasan yang berkelanjutan tersebut dapat diambil
tindakan pencegahan dan tindakan dini sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak
diinginkan.

Peningkatan teknis penanganan perkara dan sumber daya manusia dilakukan
melalui diskusi-diskusi yang dilakukan secara periodik antara jajaran pimpinan dan
para hakim serta staf pada jajaran kepaniteraan sehingga kendala-kendala yang
timbul dalam proses penanganan perkara dapat tertanggulangi secara dini.

Untuk mendukung kinerja dari sumber daya yang berada di Pengadilan Negeri

Kuala Tungkal perlu pula ditingkatkan sarana dan prasarana yang ada di pengadilan

Pengadilan Negeri Kuala Tungﬁaf Kelas 11 (0742) 7351000-21202 -
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Negeri Kuala Tungkal mulai dari pengadaan gedung pengadilan yang sesuai dengan
standar yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung, peningkatan sarana pendukung
kerja seperti pengadaan perangkat komputer yang sesuai dengan standar, pemakaian
IT yang dapat memudahkan akses informasi dari pusat dan dapat pula mengurangi
pertemuan langsung (face to face) pencari keadilan dengan petugas pengadilan. Hal
ini selain memperkecil biaya, juga akan menghindari kemungkinan perbuatan-
perbuatan tercela baik petugas pengadilan maupun pencari keadilan.

Dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas tersebut, dalam tubuh organisasi
badan peradilan telah dibentuk dan dilengkapi aparatur yang lengkap dan memadai.
Tugas di bidang administrasi teknis dilaksanakan oleh aparatur fungsional, yaitu
Hakim, Panitera, Panmud Pidana, Panmud Perdata, Panmud Hukum, Panitera
Pengganti dan Jurusita, sedangkan di bidang administrasi umum dilaksanakan oleh
aparatur struktural seperti Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Subbag Umum dan
Keuangan, Subbag Perencanaan, T1 dan Pelaporan, serta Subbag Kepegawaian dan
Ortala.

Dalam menjalankan tupoksi dan wewenang badan peradilan tersebut aparatur
tenaga teknis yudisial dan tenaga nonteknis yudisial merupakan satu kesatuan yang
saling mendukung satu sama lain dalam melaksanakan tugas sehari-hari sehingga apa
yang menjadi tujuan badan peradilan dapat tercapai dengan hasil yang baik, sesuai
pula dengan kebijakan umum pemerintahan pada umumnya yaitu membangun Bangsa

dan Negara yang sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

B. VISI DAN MISI
Sebagaimana disebutkan dalam buku Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010
- 2035, Visi Badan Peradilan adalah :

“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”

Visi Badan Peradilan tersebut dirumuskan oleh Pimpinan Mahkamah Agung
pada tanggal 10 September 2009, yang dirumuskan dengan merujuk pada Pembukaan
UUD 1945, terutama alinea kedua dan alinea keempat, sebagai tujuan Negara

Republik Indonesia.

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas 1 (0742) 7351000-21202
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Untuk mewujudkan Visi Badan Peradilan tersebut di atas, yaitu “Terwujudnya
Badan Peradilan Indonesia yang Agung”, Mahkamah Agung telah merumuskan
misinya yang disebut dengan Misi Badan Peradilan, yaitu :
1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4

. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

C. RENSTRA

Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan Program Jangka Menengah ( 5
tahun ). Sedangkan Program Jangka Panjang ( 25 tahun ) disebut dengan Blueprint
( Cetak Biru ), dan Program Jangka Pendek ( 1 tahun ) disebut dengan Rencana Kerja
Tahunan.

Program Jangka Menengah merupakan pentahapan dari Program Jangka
Panjang, dan Program Jangka Pendek merupakan pentahapan dari Program Jangka
Menengah. Mengenai program kerja dalam pengertian keseharian adalah mengacu
pada pengertian Rencana Kerja Tahunan.

Ditetapkannya program Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Jangka Pendek
tersebut adalah merupakan penahapan kongkrit dalam mewujudkan Visi dan Misi
Mahkamah Agung, sebagaimana telah diuraikan dalam sub bab tentang Visi dan Misi
tersebut di atas.

Pembangunan di bidang hukum telah menetapkan arah kebijakan dan strategi
lembaga. Mahkamah Agung menetapkan delapan sasaran strategis yang terdiri dari:

1. Internalisasi visi, misi dan nilai-nilai.

2. Melanjutkan penyelesaian agenda reformasi birokrasi, utamanya adalah
penguatan organisasi melalui restrukturisasi organisasi, pengembangan tata
laksana organisasi baru, penguatan kapabilitas dan manajemen SDM.
Melanjutkan upaya mewujudkan modernisasi pengadilan.

Menyelesaikan tunggakan perkara.
Memperkuat sistem dan meningkatkan kinerja pengawasan dan pembinaan.
Kemandirian anggaran.

Mencanangkan sistem kamar.

® N v oA W

Mengembangkan UU contempt of court.

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas 11 (0742) 7351000-21202
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A. STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)

Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi
yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan
operasional untuk mencapai tujuan. Struktur Organisasi menggambarkan dengan jelas
pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana
hubungan aktivitas dan fungsi di antara bagian-bagian. Dalam struktur organisasi
yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang antara bagian-bagian yang ada
dalam organisasi tersebut.

Berdasarkan pengertian tentang Struktur Organisasi tersebut, maka pada
dasarnya terdapat 5 (lima) elemen penting dalam struktur organisasi, yaitu :

1. Adanya spesialisasi kegiatan kerja.

2. Adanya standardisasi kegiatan kerja.

3. Adanya koordinasi kegiatan kerja.

4. Adanya sentralisasi dan desentralisasi pembuatan keputusan.
5. Dukungan seluruh organisasi.

Dengan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. 08
tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang
Peradilan Umum (sekarang telah diubah dengan Undang-undang No. 49 tahun 2009),
dan Undang-undang No.05 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undangundang No.
14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (sekarang Undangundang No. 03 tahun
2009), telah dikeluarkan Peraturan Presiden RI Nomor : 13 Tahun 2005 tentang
Sekretariat Mahkamah Agung dan Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang
Kepaniteraan Mahkamah Agung, maka pada dasarnya tugas pokok dan fungsi
(TUPOKSI) Badan Peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum dibagi 2 (dua)

bagian besar, yaitu :

1. Menyelenggarakan administrasi teknis yudisial.

2. Menyelenggarakan administrasi umum (non teknis yudisial).

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas IT (0742) 7351000-21202
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Sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Struktur Organisasi

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tergambar sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL
TAHUN 2017

*

-—-\

e
e [l o

Untuk mengetahui gambaran secara umum tentang TUPOKSI Pengadilan
Negeri Kuala Tungkal, selanjutnya kami uraikan mengenai penyusunan Kinerja
Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sebagai berikut :

1. Rincian Jabatan :
Rincian jabatan terorganisir dalam jabatan fungsional dengan tupoksi
menyelenggarakan administrasi teknis yudisial, terdiri dari : Ketua, Wakil Ketua,
Hakim-hakim, Panitera, Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Perdata, Panitera
Muda Hukum, Panitera Pengganti, Jurusita Pengganti. Jumlah personil tersebut
terorganisir pula dalam jabatan struktural dengan tupoksi menyelenggarakan

administrasi umum (non teknis yudisial) terdiri dari : Ketua, Wakil Ketua,

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas IT (0742) 7351000-21202
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Sekretaris, Sub Bagian Umum dan Keuangan, Sub Bagian Kepegawaian dan
Ortala, dan Sub Bagian Perencanaan TI dan Pelaporan.
2. Nama-nama pegawai, pangkat/golongan dan jabatan/pekerjaannya :
Tabel : 2.1

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas 11 (0742) 7351000-21202 -
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Tenaga Honorer pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sebanyak 12 (dua belas orang

terdiri dari:

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas 11 (0742) 7351000-21202

Sopir sebanyak 2 Orang.
Satpam sebanyak 6 Orang.
Pramubakti / cleaning servis sebanyak 4 Orang.

1. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Dalam hubungannya dengan urusan birokrasi, pada umumnya
masyarakat membutuhkan pelayanan yang cepat, tepat, dan biaya murah,
sehingga dewasa ini tiap-tiap instansi pemerintah dituntut untuk memenuhi
keinginan dari masyarakat tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan akan
pelayanan publik tersebut di atas, tiap-tiap instansi pemerintah menyusun /
membuat Standart Operational Procedures (SOP) berbasis kinerja sebagai
pedoman atau tata cara yang harus dilakukan atau harus dilalui untuk
menyelesaikan suatu proses tertentu. Dan SOP ini disusun guna
meniadakan/mengurangi resiko/kesalahan yang ditimbulkan.

Setiap pelayanan publik haruslah tepat sasaran dan kredibel hasilnya,
untuk itu disusunlah protap pelayanan publik yang sesuai SOP secara rinci,
tahap demi tahap, dan sistematis. Pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal telah
disusun SOP sebagai hasil pembahasan bersama dengan Pengadilan Negeri se-
Propinsi Jambi dan telah diberlakukan sejak awal tahun 2012,

Secara garis besarnya gambaran untuk SOP yang ada di Pengadilan
Negeri Kuala Tungkal untuk Tahun 2017 adalah sebagaimana matriks berikut :

Tabel : 2.2




Laporan Tahunan . 2017

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas 1T (0742) 7351000-21202 -




Laporan Tahunan 2017

Pengadifan Negeri Kuala Tungkal Kelas I1 (0742) 7351000-21202




Laporan Tahunan 2017

Pengadifan Negeri Kuala Tungkal Kelas I1 (0742) 7351000-21202 _




Laporan Tahunan 2017

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II (0742) 7351000-21202 -




Laporan Tahunan 2017

2. Kinerja/Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Pengadilan Negeri Kuala Tungkal
telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal. Adapun rincian

Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) tersebut adalah:
Tabel: 2.3

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas IT (0742) 7351000-21202
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Tabel: 2.4

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas IT (0742) 7351000-21202
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- Fungsional
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B. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA

1.  Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikat ISO Pengadilan)

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal telah menerima Sertifikat
Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum dengan Nomor
TAPM.183/QMR/ SERTIFIKAT/11/2017 dengan predikat “A” (Excellent)
yang secara resmi diterima pada tanggal 29 Nopember 2017 di Makassar dan
ditandangani langsung oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum yaitu
YM Bapak Dr. Herri Swantoro.

Sertifikat tersebut berlaku selama 3 (tiga) tahun dan akan dievaluasi
secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

% Posbakum

Pada tahun 2017 Pengadilan Negeri Kuala Tungkal mendapatkan
alokasi untuk biaya Posbakum sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta
rupiah) dan hal tersebut telah terealisasi sepenuhnya dengan prosentase 100%
sebesar Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) untuk pembayaran
honor pengacara piket sebanyak 1 (satu) orang atas nama Eddy Putra Syam,
SH.

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas 11 (0742) 7351000-21202
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3. Sidang Keliling

Sidang Keliling adalah sidang pengadilan yang dilaksanakan diluar
gedung Pengadilan yang diperuntukan bagi masyarakat yang mengalami
hambatan untuk dating kekantor Pengadilan karena alas an jarak, trasnportasi
dan biaya. Dalam hal mengadakan sidang keliling pada Pengadilan Negeri
Kuala Tungkal dalam tahun 2017 adalah nihil.

4. Perkara Prodeo ( Pembebasan biaya perkara ).

Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1
Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat
Tidak Mampu Di Pengadilan — “Perma 1/2014”), prodeo adalah proses
berperkara di pengadilan secara cuma-cuma dengan dibiayai negara melalui
anggaran Mahkamah Agung RI. Pada awal tahun 2017 terdapat anggaran
untuk prodeo sebesar Rp. 1.500.000 yang kemudian pada bulan November
2017 dilakukan revisi keluar sebesar Rp. 1.500.000 kepada Pengadilan Tinggi
Jambi karena diprediksikan alokasi dana tersebut tidak akan dapat terealisasi

pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas 11 (0742) 7351000-21202
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A. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia merupakan suatu aset yang penting untuk menjalankan
tugas mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal
Sumber daya manusia dibagi menjadi sumber daya manusia teknis yudisial dan
sumber daya manusia non teknis yudisial. Dalam rangka pembinaan dan pengelolaan

sumber daya manusia diperlukan proses promosi dan mutasi.

- Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial.

Pengadilan Negeri sebagai lembaga peradilan umum tingkat pertama harus
memiliki sumber daya manusia teknis yudisial baik dari segi kualitas maupun
kuantitas. Di era keterbukaan ini, Hakim sebagai pembuat keputusan (deicision
maker) dibantu oleh Panitera / Panitera Pengganti dan Juru sita dituntut untuk dapat
bekerja dengan cepat, tepat dan cermat.

Pada saat ini, Hakim di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal berjumlah sebanyak
6 (Enam) orang, Panitera/Panitera Pengganti (PP) berjumlah 10 (sepuluh) orang, dan

3 (tiga) orang Jurusita Pengganti.

- Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial.
Sumber daya manusia non teknis yudisial di pengadilan negeri berperan
sebagai pelaksana urusan administrasi perkantoran. Saat ini Pegawai Pengadilan

Negeri Kuala Tungkal untuk bagian non teknis yudisial berjumlah sebanyak 8

(delapan) orang. Dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 3.1
Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas 11 (0742) 7351000-21202
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Jumlah ini dirasakan masih kurang, sehingga untuk menutupi kekurangan tersebut,
Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sangat membutuhkan penambahan sumber daya
manusia non teknis yudisial sekurang-kurangnya 10 orang pegawai sedangkan pada
tahun 2017 ini, Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tidak mendapatkan rekruitmen/

penambahan pegawai.

a. Mutasi
Mutasi bagi Pegawai Negeri Sipil merupakan sesuatu hal yang baik
untuk meningkatkan karier dan untuk menambah wawasan dalam bekerja.
Namun pada Tahun 2017, ini tidak terjadi mutasi hakim dan pegawai baik

mutasi masuk ataupun mutasi keluar.

Tabel 3.2
Mutasi Masuk Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tahun 2017

Tabel 3.3
Mutasi Keluar Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tahun 2017

b. Promosi
Promosi bagi Pegawai Negeri Sipil merupakan sesuatu hal yang baik
untuk meningkatkan karier dan untuk menambah wawasan dalam bekerja.
Pada Tahun 2017, Pengadilan Negeri Kuala Tungkal telah mengusulkan
untuk mempromosikan beberapa pegawai menjadi tenaga fungsional namun
dari semua usulan tersebut belum ada yang terealisasi dan masih menunggu

keputusan dari Dirjen Badilum.

Tabel 3.4
Promosi Pegawai Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tabun 2017
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2. | Iskandar Jurusita Pengganti Jurusita
3. | Benny Ramadhan, A.Md. | Jurusita Pengganti Jurusita
4. | RA. Mariska Dewi, SH. Staf Pidana Panitera Pengganti
5. | Yudi Adrian Saputra, SH Staf Hukum Panitera Pengganti

¢. Pensiun.
Dengan diberlakukannya peraturan pensiun Pegawai Negeri dalam
Usia 58 Tahun, maka untuk tahun 2017 terdapat 2 (dua) orang Pegawai pada

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang memasuki masa Pensiun.

Tabel 3.5
Pensiun Pegawai Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tahun 2017

1 Wahyuddin A, Sm.Hk. ‘Wakil Panitera 01-03-2017

2. | Esron Simanjuntak Jurusita ' 01-09-2017

d. Diklat (SDM Teknis/ Non Teknis)
Pegawai yang mengikuti Diklat baik teknis maupun non teknis
sebanyak 4 (empat) orang yaitu :
Tabel 3.6
Pegawai yang mengikuti Diklat tahun 2017

1. | Andi Hendrawan, SHMH | Diklat KEPPH 7-11 Agustus 2017
2. | Ricky Emarza Basyir, SH | Diklat KEPPH 11-16 September 2017
3. | DenihendraSTP, SHMH |  Diklat SPPA 6-12 Nopember 2017
4. | Mairino Sustra, S.Kom Diklat SAKIP | 17-22 Desember 2017

B. PENYELESAIAN PERKARA
a.  Jumlah sisa perkara yang diputus
Jumlah sisa perkara tahun 2016 yang telah diputus pada tahun 2017

sebanyak 19 perkara dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 3.7
Sisa Perkara tahun 2016 yang diputus pada tahun 2017

Pidana Biasa 13 136 102 34

Pidana Anak ey 3 _ "
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b. Jumlah perkara yang diputus tepat waktu
Jumlah perkara yang diterima, diperiksa dan diadili pada Pengadilan
Negeri Kuala Tungkal selama tahun 2017 dan diputus tepat waktu (jangka
waktu maksimal 5 bulan) dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 3.8
Perkara yang diputus tepat waktu

c¢. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding,
kasasi, dan PK
Dari total 5390 perkara yang diputus pada tahun 2017, ada 5368
perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan rincian sebagaimana
tabel berikut:
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Tabel 3.9

Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi, dan PK

Pidana Anak 4 1 . : 3
Pidana Cepat 12 = . 3 12
Pidana Lalu 5182 - - . 5182
Lintas :
Pidana Singkat - - . - Ry
Praperadilan 1 2 - 1
Perdata Gugatan 23 7 3 T Tl
Perdata Gugatan 2 - - - 2
Sederhana
Perdata 51 . . G 51
Permohonan

Jumlah 5390 16 5 1 5368

d. Jumlah perkara perdata yang berhasil di mediasi
Dari 35 perkara perdata gugatan yang masuk selama tahun 2017,

terdapat 1 (satu) perkara yang berhasil diselesaikan dengan cara mediasi.
Tabel 3.10

Perkara perdata gugatan yang selesai melalui mediasi

35 ' 1 34

e. Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi
Pada tahun 2017 terdapat 8 (delapan) perkara anak yang berhasil

melalui diversi.

Tabel 3.11

Perkara diversi anak
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. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA
a. Kendaraan Dinas

Tabel 3.12

b. Rumah Dinas
Tabel 3.13

¢. Sarana dan Prasarana
Tabel 3.14

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas IT (0742) 7351000-21202
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1. Sarana dan Prasarana Gedung.
a. Pengadaan
Pada tahun anggaran 2017 tidak ada Pengadaan sarana dan prasarana

gedung.

b. Pemeliharaan
Pelaksanaan Pemeliharaan Gedung kantor dan Halaman pada tahun
Anggaran 2017 senilai Rp. 296.632.000,- ( dua ratus sembilan puluh
enam juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah ), Pekerjaan selesai
100 %.

c. Penghapusan
Pada tahun anggaran 2017 tidak ada Penghapusan sarana dan prasarana

gedung.

2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung
a. Pengadaan

Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi tahun Anggaran
2017 senilai Rp. 64.840.000,- (Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus
Empat Puluh Ribu Rupiah) berupa : Desktop PC sebanyak 2 Unit;
Printer sebanyak 2 Unit; Cctv 1 paket; Mesin Fingerprint 1 unit;
Proyektor 1 unit;

Pelaksana CV. Jasa Mulia, Pekerjaan selesai 100 %.

Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP
tahun Anggaran 2017 senilai Rp. 112.410.000,- (Seratus Dua Belas
Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) berupa : Laptop 1 unit; PC
Desktop sebanyak 4 unit; Printer 4 unit; TV Led 1 unit; UPS 2 unit;
Scanner 1 unit,

Pelaksana CV. Jasa Mulia, Pekerjaan selesai 100 %.

Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran tahun Anggaran 2017
senilai Rp. 358.700.000,- ( Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tujuh
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Ratus Ribu Rupiah). Berupa: Pengadaan Mesin Genset 1 unit; Kursi

ruang tunggu sebanyak 8 unit; Lemari besi 6 unit; Kursi Besi Metal

Tangan sebanyak 4 Unit; Meja Kerja 1 Biro 2 unit; Lemari Arsip 8

unit; AC Split sebanyak 6 Unit.
Pelaksana CV. Nadira, Pekerjaan selesai 100 %.

b. Pemeliharaan

Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas gedung

meliputi: Peralatan dan Mesin berupa:

Kendaraan Roda 4 sebanyak 3 Unit.

Kendaraan Roda 2 sebanyak 6 Unit.

Komputer PC sebanyak 22 Unit.

Laptop sebanyak 20 Unit.

AC 27 Unit dan pemeliharaan Genset, total senilai Rp.
159.301.093,- (Seratus Lima puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Satu
Ribu Sembilan Puluh Tiga Rupiah.)

Pekerjaan selesai 100 %.

c. Penghapusan

Pada tahun anggaran 2017 tidak ada penghapusan Sarana dan

Prasarana Fasilitas Gedung.

Tabel Laporan Keadaan Sarana dan Prasarana Pengadilan Negeri Kuala

Tungkal Intrakomtabel dan Ekstrakomtabel Tahun Anggaran 2017 terlampir.

D. PENGELOLAAN KEUANGAN

Tabel 3.15

PENGELOLAAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2017
No. DIPA : 005.01.2.098917/2017 tanggal 07 Desember 2016
a. Belanja Pegawai (51) DIPA 01
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b. Belanja Barang (52) DIPA 01
Tabel 3.16

PENGELOLAAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2017
No. DIPA : 005.01.2.098917/2017 tanggal 07 Desember 2016

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas T1 (0742) 7351000-21202 _




Laporan Tahunan 2017

c. Belanja Modal (53) DIPA 01
Tabel 3.17

PENGELOLAAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2017
No. DIPA : 005.01.2.098917/2017 tanggal 07 Desember 2016
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d. Belanja Barang Barang Non Operasional DIPA 03
Tabel 3.18

PENGELOLAAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2016
No. DIPA : 005.03.2.099222/2017 tanggal 07 Desember 2016

ngazﬂfan Negeri Kuala Tuugﬁaf Kelas Il (0742) 7351000-21202 _
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E. Dukungan Teknologi Informasi

Dengan telah diberlakukannya Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di setiap
Lembaga Peradilan sesuai dengan SK KMA No : 1-144 Tahun 2011, Pengadilan
Negeri Kuala Tungkal telah membentuk satu bagian yang dinamakan bagian Meja
Informasi dan Dokumentasi yang dipusatkan di bagian Informasi dan Teknologi, yang
mana bagian ini langsung dibawah Panitera / Sekretaris sebagai Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi, serta beberapa staf PPID tetap diperbantukan pada
bagian yang lain.

Adapun jenis layanan informasi yang digunakan di Pengadilan Negeri Kuala
Tungkal meliputi:

a. Informasi yang harus diumumkan Pengadilan
Informasi terbuka yang harus diumumkan oleh Pengadilan Negeri Kuala Tungkal
antara lain:
- Gambaran umum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal
- Gambaran umum proses beracara di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.
- Hak-hak pencari keadilan dalam proses peradilan.
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- Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara serta biaya-
biaya kepaniteraan.

- Putusan dan penetapan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

- Putusan dan penetapan pengadilan yang belum berkekuatan hukum tetap
dalam perkara- perkara tertentu seperti: korupsi, terorisme, narkotika,
pencucian uang perkara lain yang menarik perhatian publik atas perintah
Ketua Pengadilan.

- Agenda sidang

- Mekanisme pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim dan
Pegawai.

- Hak masyarakat dan tata cara untuk memperoleh informasi di pengadilan.

Dilaksanakan melalui papan pengumuman dan situs Website Pengadilan Negeri

Kuala Tungkal.

b. Informasi yang dapat di akses Publik.
Informasi yang dapat diakses publik meliputi:
- Informasi tentang Perkara.
- Informasi tentang Pengawasan.
- Informasi tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan.
Dilaksanakan melalui: Aplikasi CTS dan Direktori Putusan.

Pengelola IT pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sesuai dengan SK Ketua
Pengadilan Negeri Kuala Tungkal No: W5-U3/ 67.d/ KP. 04.5 /I/ 2017 tanggal 09
Januari 2017, adalah Sdr. Mairino Sustra, S.Kom.
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Publikasi Perkara

Setiap perkara yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap dapat dilihat
putusannya pada direktori putusan mahkamah agung. Disitu terdapat putusan seluruh
pengadilan se-Indonesia yang juga dapat didownload oleh pengguna. Untuk direktori
putusan  Pengadilan  Negeri Kuala  Tungkal sendiri  beralamat di

http://putusan.mahkamahagung. go.id/pengadilan/pn-kuala-tungkal.

Direktori putusan diupload oleh petugas yang telah ditunjuk berdasarkan SK
Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor : W5-U3/ 69.a/ KP. 00.3 /I/ 2017
tanggal 09 Januari 2017, yaitu adalah Sdr. Edi Santoso, SH sebagai admin dan
Sdr. Yudi Adrian Saputra, SH sebagai operator.

F. Regulasi Tahun 2017.
Sejumlah aktivitas pembaruan yang dilakukan selama tahun 2017 merupakan
kegiatan rintisan yang baru dimulai pada tahun 2017 sebagai berikut :
1. Pembentukan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu
Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal menerbitkan surat keputusan nomor :
W5-U3/ 63.a/ KP.04.1/1/2017 tanggal 09 Januari 2017 tentang Penunjukan
Tim Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.
2. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi
Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal menerbitkan surat keputusan nomor :
W35-U3/ 314/ KP.00.2/I11/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Pembentukan

Tim Reformasi Birokrasi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.
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A. INTERNAL

Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. : KMA/ 080 /
SK / VIII / 2006 tanggal 24 Agustus 2006, yang dimaksud dengan Pengawasan
Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri, yang
merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan
agar tugas tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai
dengan rencana dan aturan yang berlaku.

Dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. : KMA/ 080 / SK /
VIII / 2006 tersebut, selanjutnya telah diuraikan secara lebih jelas mengenai maksud,

tujuan dan fungsi pengawasan itu, sebagai berikut :

1. Maksud Pengawasan :
Untuk memperoleh informasi apakah penyelenggaran teknis peradilan,

7

pengelolaan administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum telah
dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Untuk memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan, dan

o o

pelaksanaan tugas-tugas peradilan.

Untuk mecegah terjadinya penyimpangan, mal administrasi, dan

B @ oo

ketidakefisienan penyelenggaraan peradilan.

[

Untuk menilai kinerja.

2. Tujuan Pengawasan :

Pengawasan dilaksanakan untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada
sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan Mahkamah Agung,
dan atau pimpinan pengadilan untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang
diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas pengadilan, tingkah laku aparat
pengadilan, dan kinerja pelayanan publik pengadilan.
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3. Fungsi Pengawasan:
a. Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana
mestinya, dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.
c. Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan
yang meliputi : kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang tepat, dan

biaya berperkara yang murah.

Sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. :
KMA/ 080 / SK / VIII / 2006, pada dasarnya Pengawasan Internal itu ada 2 (dua)

jenis, yaitu Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional.

a. Pengawasan Melekat.

Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai
pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap
bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahannya
tersebut berjalan secara efekif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada Pengadilan Tingkat Pertama, termasuk Pengadilan Negeri Kuala
Tungkal, yang berwenang dan bertanggungjawab dalam melaksanakan fungsi
Pengawasan Melekat adalah :

1. Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama.
2. Seluruh Pejabat Kepaniteraan.
3. Seluruh Pejabat Struktural.

Pada Pengadilan Tingkat Pertama, Wakil Ketua Pengadilan Negeri selaku
Pimpinan Pengadilan bertindak sebagai Koordinator Pelaksana Tugas Pengawasan
dengan mengkoordinir para Hakim Pengawas Bidang dan Hakim Pengawas dan
Pengamat (Kimwasmat) yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, sesuai dengan Surat Keputusan Ketua
Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor : W5-U3/ 83 /KP.04.1/1/2017 tanggal
09 Januari 2017 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang, hakim-hakim yang
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ditunjuk sebagai Hakim Pengawas Bidang dan Hakim Pengawas dan Pengamat
(Kimwasmat) adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1

Hakim-hakim Pengawas Bidang tersebut secara periodik selama 3 (tiga) bulan
sekali menyampaikan laporan hasil pengawasan bidang masing-masing kepada Ketua
Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.

Selanjutnya sebagai objek dari pengawasan melekat yang menjadi tugas dan
tanggung jawab Pengadilan Tinggi Jambi, pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal
telah dilakukan pengawasan oleh Hakim Tinggi Pengawas Pengadilan Tinggi Jambi
sebanyak 2 (kali) kali yaitu :

- Tanggal 12 Juni 2017 dan
- Tanggal 17 Oktober 2017.

b. Pengawasan Fungsional.
Pengawasan Fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat

pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan
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kerja tersendiri yang diperuntukkan untuk itu. Dilingkungan peradilan, pengawasan
fungsioanal ini dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.
Sebagaimana telah disebutkan di atas, di lingkungan peradilan, Pengawasan
Fungsional dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Dan sebagai
objek dari pengawasan fungsional, pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal telah
dilakukan pengawasan oleh Tim Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.

B. EVALUASI
Dari pelaksanaan kegiatan pada satker Pengadilan Negeri Kuala Tungkal,

dapat dilihat bahwa dengan adanya SOP dan SKP yang diberlakukan untuk pegawai
menjadi motivasi bagi para Pegawai Negeri untuk bekerja lebih giat lagi sehingga apa
yang menjadi target pekerjaan dapat terselesaikan. Adapun hasil kerja tersebut
meliputi:
a. Laporan Simak-BMN dan Laporan Aplikasi Persediaan dapat dilaksanakan

dengan baik.
b. Laporan Sakpa dan RKA-KL yang dapat dilaksanakan dengan baik.

Input data untuk Simpeg telah dilaksanakan dengan baik.
d. Terisinya Aplikasi CTS dan Direktori Putusan dengan baik.

e. Pelayanan Prima untuk para Pencari Keadilan di Satker Pengadilan Negeri Kuala

Tungkal.
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A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian laporan diatas, maka dapat dirumuskan kesimpulan bahwa
berdasarkan pembinaan dan pengawasan secara internal baik oleh Ketua Pengadilan
Negeri Kuala Tungkal maupun Pengadilan Tinggi Jambi serta Mahkamah Agung
Republik Indonesia secara umum dalam pelaksanaan tupoksi dan wewenang yang ada
pada Pengadilan Tingkat Pertama maka pelaksanaan administrasi teknis yudisial dan
non yudisial yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dalam
Tahun Anggaran 2017 masuk dalam kategori baik meskipun masih banyak
kekurangan yang sebagian disebabkan oleh kekurangan dan keterbatasan

personil/pegawai.

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dengan pagu dana dalam DIPA-01 2017,
secara umum baik dalam Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal telah
dapat dikelola dengan baik, dan mencapai hasil yang baik serta tepat waktu. dan untuk
pengelolaan DIPA-03 2017, belanja barang non operasional telah dikelola dengan
baik serta mencapai hasil yang baik serta tepat waktu .

Dalam pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian dan umum juga
telah mampu dikelola secara baik dan memberikan pelayanan dan fasilitas memadai

bagi 31 pegawai pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.

B. REKOMENDASI
Berkaitan dengan tupoksi yang dilaksanakan selama tahun 2017 sebagaimana

hasil laporan diatas maka rekomendasi yang diusulkan berupa:

| 2 Dalam rangka mengatasi kekurangan personil/pegawai dan menghindari
jabatan rangkap maka kami mengusulkan kepada Mahkamah Agung RI agar

dapat menambah pegawai dengan mengangkat para honorer yang ada pada
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Pengadilan Negeri Kuala Tungkal atau menempatkan pegawai baru pada
Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, dan jumlah pegawai saat ini sebanyak 31

orang.

2 Untuk menghindari  keterlambatan penyerapan anggaran belanja
sebagaimana tercantum dalam DIPA-03, maka melalui laporan ini kami
usulkan agar petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan DIPA-03 segera di
sosialisasikan. Pengawasan dan pembinaan sangat kami harapkan dalam
rangka perbaikan atas kekurangan dan kekeliruan agar dalam melaksanakan
tupoksi kami yang berbasis kinerja dapat meningkat dan lebih baik untuk

masa yang akan datang.

3 Untuk mendukung kelancaran dan efektifitas pencapaian kinerja, maka
dibutuhkan tambahan fasilitas kendaraan operasional kantor roda empat dan

roda dua.
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REKAPITULASI PERKARA TAHUN 2017 PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL

Pengadilan ; :
Negeri . : -
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Tungkal :
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